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bahw,a berdasarkar: Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun
20i9 tentang Susunan Organisai dan Tata Kerja
Pemerintah Desa, maka perlu mengatur Susunan
Organisasi dan Tata Ker.ja Pen:erintah l)esa dengan
Peraturan Desa;

1. Undang-Undang Nomar 14 Tahun 1950 tent.ang
Pernbentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Djaw.a Barat, sebagaimana telah
diul:ah dengan Undang*Undang Nomor 4 Tahun 1g68;

2" Undang-Undang Nornor 6 Tahun ZAH tentang Desa;
3. Unclang-Undang Nomor 23 Tahun ZA14 tentang

Pemerintahat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomar g ?ahun 20i5;

4. Feraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2A14 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
'fahun 20ig;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomcr 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeir 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2O14
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

B, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 20i6
tentang Fengelolaan Aset Desa;

9. Peraturan l,{enteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang l(ewenangan Desa;

1*. Peraturan Mer:teri Dalam Negeri Ncmor 46 Tahun 2016
tentang Laporan Kepala Desa;

11" Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 110 Tahun Z\rc
tentang Badan Permus3rarvaratan Desa;

12. Peiaturan Daerah klabupa-ten Ifuningan Nomor 13 Tahun 201s
tentang Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan
Perat"uran Daerah KaLrupaten lfuningan Nomor S Tahun ZAfi;

13. Per:aturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015
tentang Pemilihan Kepla Desa, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nornor 4 Tahirn



Menetapkan

2017;
14. Peraturan B1rnati Kuningan Nomor 49 Tahun zarc tentang

Kedudukan,-susunan organisasi, Tbgas pokok, Fungsi dan uraian
T[gas serla Tata Kerja Dinas pemberdayaan Mas3,1p1*1dan Desa
Kabupaten Kuningan;

15. Peraturan B_upati Kuningan Nomor 11 Tahun 2o1g tentangKetentua* Tata Naskah Dinas di Lingkungan pemerintah
Kahupaten Kuningan;

16. Peraturan Bupati Nomor g4 Tahun z019 tentang susunan
Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DESA ?ENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB i
KETENTUAN UMUM

Datam perat*ran Desa t"t ,-l?31,r1*t*rc dengan:1. Desa adalah Desa Kertiyasa Kecamatan sindangagung
Iiabupaten Kuningan.

2. Pemerintahan Desa adalah penSrelenggaraan urusaflpemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara liesatuan Republik
Indonesia.

3. Pemerintah Desa adarah Kepala Desa dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desal+. Kepaia Desa adalah pejahat pemerintah Desa _yangmempunyai we*rerrang, tugas dan kewajiban ,rrrtril
menS''elenggarakan rumah tangga De-san3,a dan
melaksanakan tugas dari pemeriniah dan pemerintah
Daerah.

5. Badan Permusl,ra*ratratan Desa -yang selanjutnya disingkatBPD adalah lembaga yang melaksinakan fuigsi
pemerintahan yang anggotan-1,:a merupakan wakil daripenduduk desa berdasarkan ketenvakilan rvilayah dan
ditetapkan secara rlemokratis.

6 " Perangkat Desa adatrah pembantu Kepala Desa dalammelaksanakan tugas cian **r*r*gnya clatram
penyelenggaraan pemerintahan desa.7. Pei:aturan Desa adalah peraturan perundang-unda,gan
-vang ditetapkan oteh Kepala Desa setelah dibahas Jan
disepakati Lrersama Badan Fermusyarnraratan Desa.8. Program Kerja Tahunan perangkai n*** yang selanjutnya
disingkat PKT perangkat Desa idalatr pr*gr^* kerja yang
disusun Perangkat Desa -yang berisi ,*Ir"r..r" kegiatai
sesuai tugas dan fi:ngsinya.

9" Laporan Pelaksanaan Tugas perangkat Desa _yangselanjutn3,a disingkat Lpr perangkat Desa adalah lapcraiyang disusun perangkat Desa yang berisi hasil
pelaksanaan tugas dan fungsinya

10- Laporan Kinerja Kepala Disa yang selanjutnya disingkat
LK Kepala Desa adalah Iaporan yang disusun Kepala D***
-yang berisi capaian kineda Kepala Desa cralam
melaksairakan tugas pemerintahan d.u", pembangunandesa, pembinaan kemasyarakatan desa dan
pemtrerdayaan masyarakat desa.

11' Desa sr'vasembada, Desa swakarya, Desa sra.adaya adarah



{1}

{2}

klasifikasi tingkat perkembangan desa sesuai dengan
perat.uran perundang-undangan yang mengatur tingkat
perkembangan desa.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSi

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi

Pasal 2
Pemerintah Desa adatrah Kepala Desa d,ibantu oleh perangkat
Desa.
Perangkat De*a sebagaimana ciimaksud pada a).at (1i terdiri
atas:

a.. Sekretariat Desa;
b. Peiaksana Kerni.layahan; dan
c. Peiaksana Teknis.

Perangkat Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (?)
berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3
sekretariat Desa sebagairnana dimaksud dalam pasal 2 ayat {2}huruf a dipimpin oleh sekretaris Desa dan diLrantu oleh unsur
staf sekretariat.
sekretariat Desa setragaimana dimaksud pada ayat (1) paiing
ban-1'26 terdiri atas 3 itiga) urusan yaitu urusan Tata usaha
dan umum, urusan l{euangan, <ian urusan perencanaan, dan
paiing sedikit 2 {dua) {Jrusar: -1.-aitu U::usan Umurn dan
Perencanaan, dan Urusan Keuangan.
Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat {2}dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasai 4
Pelaksana Ke*.ilayahan sebagaimaaa d,imaksud dalam pasai 3
a3iat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa
sebagai satuan tugas kex,ilat-ahan.
Jumlah Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dirnaksud pada
a]'at (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana
Kewiiayahan yang diLrutuhkan dengan kemampllan keuangan
desa serta memperhatikan luas wilayah keqji, karal,teristik
gecgrafis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana
penunjang tugas dengan jumlah paling banyak s (lima) orang
Kepala Dusun
Tugas kerviiayahan sebagaimana dimaksud pada ayat i1)meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan
pernberda3raan masyarakat desa.
Pelaksana Kewilayahan dilaksaaakan oreh Kepara Dusun.

Pasal 5
{1} Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksucl d,alam pasal 2 ayat

(2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai
pelaksana tugas operasional.

i2) Pelaksana Teknis seLragaimana dimaksud pada ayat (1) paling
banvak terdiri atas 3 itiga) Seksi 3,aitu Seksi p.**iint*han.
seksi Kesejahteraan dan seksi peiayanan, paling sedikit 2 {dua}seksi yaitu Seksi Pemerintahan, serta seksi Kesejahteraan dan
Peiayanan.

{3} &'{asing-masing seksi sei:agaimana dima}<suc pada ayai {z}

tJ.l

{1}

t?l

{3}

{1}

tzj

i3i

{4)



{1}

{2}

dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bagian Kedua
Tugas Dan Fi-lngsi

Pasal 6
Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala pemerintah Desa
).ang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa,
meiaksanakan pembangunari, pembinaan kemasyarakatan,
dan pemberdayaan masyarakat.
untuk melaksanakan tugas sei:agaimana dimaksud pada ayat
{2) Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja

Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan
masa-lah pertanahan, pembinaan ketentraman dan
ketertiban, meiakukan upaya perlindungan mas,1-arakat,
administrasi kependudukan, can penataarr dan pengelolaan
r,vilayah;

tr" Melaksanakanpembangunan, seperti pembangunan $arana
prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan,
kesehatan;

c. Pembinaankemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan
keu'ajiban mas3,'arakat, partisipasi masyarakat, eosial
budaya masvarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;

d- Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan
motivasi masyarakat di hidang budaya, ekonomi, politik,
iingkungan hidup, pemberda3.aan keluarga, pemuda,
olahraga, dan karang taruna; dan

e- Menjagahubungan kernitraan dengan lemLraga masyarakat
dan lembaga lainnva"

Pasal 7
sekretaris Desa berkedudukan sebagai uRsur pirnpinan
Sekretariat Desa.
sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang
administrasi pemerintahan .

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada
ayat {2} Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah,

administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
b. Melaksanakan urusan umum seperti pet 

"ta*.t administrasi
perangkat desa, pen_v-ediaan prasarana perangkat desa dankantor, pen-f iapan rapat, pengadministrasian aset,
inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelqvanan umum;

c. Meiaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan
administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber
pendapatan dan pengetruaran, venfikasi administrasi
keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa,
Perangkat. Desa, BpD, dan lembaga pemeriniahan desa
lainn3ra; dan

d. Meiaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun
rellcana anggaran peadapatan dan belarya desa,
menginventarisir data-data daia:n rangka pembangunan,
melakukarl monitoring dan evaluasi program, serta
penyusunan laporan.

selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat i2)dan a,1:s1 {3), sekretaris Desa melaksanakan tugas lain 3,ang;;1-^;t-^* ^1^X- r/^-* -r-

{3}

{1}

t2)

i3i

t4t



t1)
{2)

undangan.

Pasal I
Kepala urusan krerkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
Kepala urusan bertr-rgas membantu sekretaris Desa dalam
urusan peiayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-
tugas pemerintahan.
untuk meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksucl pad,a a_vat
(2) Kepala Urusan rnempllnvai fungsi:

a. Kepala urusan Tata usaha dan umum memiiiki fungsi:
1. Melaksanakan urusaJl ketatausahaan seperti tata

naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan
ekspedisi;

2" Melaksanakan penataan administrasi perangkat desa;
3. Menyediakan prasarana perangkat desa dan kantor;
4. Men-1.iapkan kegiatan rapat;
5. Melaksanakan pengadministrasian aset, inventadsaei

aset;
6. lzlelaksanakan penyiapan pedalanan dinas; dan
7. Melaksanakan pelayanan umum.

h. Kepala Urusan Keuangan memiUki fungsi:
1. Meiaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan

administrasi keuangan, administrasi sumber*sumber
pendapatan dan pengeluaran; dan

2. Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan, dan
administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat
Desa, BPD, dan tremtlaga pemerintahan desa lainnya"

c. Kepaia Urusan Perencanaan merniliki fungsi:
1. Mengoordinasikan urusan perencanaan seperti

menvusun rencana anggaran pendapatan dan belanja
desa;

2. Menginventarisir data-data
pembangunan;

dalam r"angka

3. Melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
4. Nilelaksanakan penyusunan laporan.

selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3), Kepala Urusan melaksanakan tugas lain yang
diberikan oieh Kepala Desa da-r: sekretaris Desa ses,-rai
peraturan perunclang* un<i angan .

Pasal 9
Kepala seksi berkedudukem seba.gai unsur pelaksana teknis.
Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai
pelaksana tugas operasional.
untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
{2} Kepala Seksi mempun;iai fungsi:

a" Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
1. Meiaksanakan manajemen tata praja perrrerintahan;
2. Menyusun rancangan regulasi desa;
3. Pembinaan rnasalah pertanahan;
4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
5. 1\.{eiaksanakan upa_va perlindungan masyarakat;
6. Melaksanakan administrasi kependudukan;
7. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah;
B. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan profil

Desa;dan
9. Melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasar.kan

(ri

{4)

{1t
t2)

{3}



b" Kepala Seksi Kesejahter&an mempunvai fungsi :

1, Melaksanakan pembangunan sarana
perdesaan;

2. Melaksanakan pembangunan hidang pendiciikan dan
kesehatan;

3. Meiaksanakan tugas sosialisasi serta motiva*i
masyarakat di bidang budava, ekonomi. politik,
lingkungan hidup, pemberclaSraan keluarga, pernuda,
olahraga, dan karang taruna; dan

4. Melaksanakan kegiatan-kegiatan desa irerdasarkal
kernenangan desa dalam bidang pembangunan.

c. Kepala Sel<si Pelayanan memiliki fungsi:
1. Melaksanakan penvuluhan dan motivasi terhaciap

pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
2" I\{eningkatkan upaya partisipasi masyarakat:
3. Melaksanakan peiestarian r:ilai sasial bucla5,.a

masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan; dan
4. &tlelaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan

kernenangan desa dalam bidang pembinaan
kemasyarakatan dan pemb erdarvaan masyarakat.

{4} selain tugas dan fur:gsi sebagaimana cimaksurt pada a3,,-at {2}
dan arrat (3), Kepala $eksi juga melaksanakan iugas lain j-ang
ditrerikan Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

{1} Kepata Dusun berkedud*r?ll"t*L?***, unsur satuan tugas
ker,r'ilayahan yang Lrertugas membrantu Kepala Desa dalam
pelaksanaan tugasnya di x,ila3,ahn-ya.

tZj untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Kepala Dusun memiliki fungsi :

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, peraksanaan
upa-va perlindungan mas3.-arakat, mobilitas
kependr-ldukan, dan penataan dan pengeiolaan rvilayah;

2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di rvilayahnya;
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalarn

meningkatkan kemarnpuan dan kesadaran rnas;rarakat
dalarn menjaga lingkungannya; dan

4. Melakukan upaya*upaya pemberdaS,,aan mas.r,arakat
dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan dan pernbangunan.

{3) seiain tugas dan fungsi setragaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat {2}, Kepala Dusun melaksanakan tuga* lain r.ang
diberikan <lleh Kepatra Desa sesuai peraturan perundang-
undangan.

Pasal 1 1

Tugas dan fungsi selain sebagaimana dimaksud dalam pasar 6,
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 1o. Kepala Desa, sekretaris
llesa, Kepala Llrusan, Kepaia Seksi, Kepala Dusun juga
melaksanakan tugas kew'enangan desa berdasarkan hak asal
usul desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PtrMBENTUKAN ORGANISASI PEMtrRINTAF{ DESA

Bagian Kesatu
Besaran Susunan Organisasi

Pasal 12
Susunan organisast' Perrierir, tnh De<* r{i<ecrrraiLon r{o*--*

pra$ara*a



tingkat perkembangan desa lraitu
Swakarya, dan Sw.adaya berdasarkan
undangan.

Desa Su.asembada,
peraturan perundang-

{1}

{2)

Pasal 13
Desa srru'asembada sebagaimana dimaksud daiam pasal 1?wajib memiliki 3 {tiga} urusan dan 3 itiga} seksi, sehingga
susunan organisasi pemerintah Desa terdiri atas :

a. Kepala Desa.
b. Sekretariat Desa, terdiri atas :

1. Urusan Tata Usaha dan Umurn;
2. Urusan Keuangan; dan
3. Urusan Perencanaan.

c. Seksi. terdiri atas:
1. Seksi Pemerintahan;
2. Seksi Kesejahteraan; dan
3. Seksi Pelayaaan.

d. Kepala Dusun.

Pasai 14
Desa swakarya sebagaimana dimaksucr daram pasal 12 dapa.t
memiliki :

a. 3 (tiga) Urusan dan 3 {tiga} Seksi; atau
b. 2 (dua) Urusan dan 2 (dua) Seksi.

susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksr-rd
pada ayat i1) hurr-rf a terdiri atas :

a. Kepala Desa.
b. Sekretariat Desa, terdiri atas :

1. Urusan Tata Usaha dan Umum;
2. Urusan Keuangan; dan
3. Urusan Perencanaan.

c. Seksi, terdiri atas :

1. Seksi Pemerintahan:
2. Seksi Kesejahteraan, dan
3. Seksi Pelayanan.

d. Kepala Dusun.
susunan organisasi Pemerintah Desa seLragaimana dimaksud
pada airat {1} huruf b terdiri atas :

a. Kepala Desa.
b. Sekretariat l)esa, terdiri atas:

tr. Urusan Umum dan Perencanaan; dan
2. Urusan Keuangan.

c. Seksi, terdiri atas :

1. Seksi Pemerintahan; dan
2. Seksi Kesejahteraan dan pelayanan"

d. Kepala Dusun.

Pasal 15
Desa swadaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 memiliki
2 (dua) Urusan dan 2 {dual Seksi.
susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud
pada arvat {i} terdiri atas:

a. Kepala Desa.
b. Sekretariat Desa, terdiri atas :

1. Urusan Umum dan Perencanaan; cian
2. Urusan Keuangan.

c. Seksi, terdiri atas :

1. Seksi Pemerintahan; dan

{3)

(1)

12)



{1)

\zl

t3)

{4i

{1}

t2)

{1}

t2)

2. Seksi Kesejahteraan dan pelayanan.
d. Kepala Dusun.

Pasal 16
Bagan susunan organisasi Pemerintah Desa ]-ang terdiri atas 3
(tiga) urusan dan 3 (tigai seksi sebagaimana dimaksud daram
Fasal 13 dan Pasal 14 ayat {2} sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Desa ini.
Bagan susunan organisasi Pemerintah Desa yang terd,iri atas 2
{dua) urusan dan 2 {dua) seksi sebagairnana dimaksucl dalarn
Pasal 14 ay-at (3] dan Pasal 15 a.v--at {2J sebagaimana tercanturn
daiam Lampiran Il Peraturan Desa ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa

Paragraf 1

Penyusunan dan Pembahasan Rancallgarl peraturan Desa
tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 17
susunan organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dengan
Peraturan Desa.
Rancangan Peraturan Desa tentang susunan organisasi
Pemeintah Desa seLragairnana dimaksud pada ayat {1i disusun
oleh Kepala Desa dan disampaikan kepada BpD untuk dibahas
dan disepakati bersama"
BPD menlreleng4garakan rapat untuk membahas dan
men-vepakati bersama Rancangan Peraturan Desa tentang
Susunan Organisasi Pemer"intah Desa bersama Kepala Desa.
Berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud
pada ayat i3), BPD menetapkan Keputusan BpD tentang
Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang susunan
Organisasi Pemerintal: Desa.
Tata cara pembahasan Perati-rran Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan -yang mengatur pedoman penyusunan
peraturan di desa.

Paragraf 2
Evaluasi, Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa

tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa
Pasal 18

Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi
Pemerintah Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal i7 ayat (3) disampaikan oleh Kepala
Desa kepada Bupati melalui Carnat paling lambat 3 (tiga) hari
keq'a sejak disepakati bersama untuk dievaluasi.
Tata cara evahiasi Peraturan Desa tentang susunan organisasi
Pemerintah l)esa sebagaimana dimaksud pada ayat {i}
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang
mengatur pedoman pen],'usunan peraturan di desa.

BAB IV
HUBUNGAN I{ERJA DAN TATA KERJA
" Bagian Kesatu

Hubungan Kerja
Pasal 19

t1] Hubungan kerja antara Kepala Desa dan perangkat Desa

{s}



{2}

IJJ

Hubungan kerja antara sekretaris Desa clengan Kepala urusan
bersifat hierarki.
Huhrungan ke{a antara sekretaris l}esa dengan Kepala seksi
dan Kepala Dusunbersifat koordinatif.
Hubungan keq'a antara Kepala Uru$an, Kepala Seksi, dan
Kepala Dusun bersifat koordinatif.

Bagian Kedua
Tata Ke{a
Pasal 20

Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan
tata ke{a }'ang meliputi :

Hari kerja;
Rencana kerja;
Pelaksanaan kerja;
Administrasi keq'a; dan
Pelaporan kerja.

Pasal 2 1

Dalam menjalankan tugas dan fungsinl,a serta untuk
rnervujr-ldkan asas tertib penyelenggara pernerintahart, Kepala
Desa dan Perangkat Desa hadir di kantor desa dan m.engisi
daftar hadir keqa.
Penentnan hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 20
huruf a diatur dalarn Peraturan Desa tentang susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa rtrengan
mempertimbangkan kondisi desa, kelancaran pelayanan
mas3,'-arakat, kelancaran koordinasi tugas dengan pemerintah
dan Pemerint"ah Kabupaten sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Fasal 22
Jam kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam
melaksanakan tugas ker,venangan desa berdasarkan hak asal
t-tsul sebagaimana dimaksud dalarr"l Pasal 11, dilaksanakan
sesuai dengan kebutuhan pelavanan mas-r.arakat desa serta
penyeienggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan desa rlan pemberdayaan
masyarakat desa dengan mempertimbrangkan kondisi desa,
kelancaran pela_1.anan masyarakat, kelancaran koordinasi tugas
dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten sesuai clengan
peraturan perundang-undangan.

Pasa1 23
Dalam rangka rnenjaiarlkan tugas dan fungsinya serta untuk
mervujudkan asas profesionalitas, asas efektivitas dan asas
efisien dalam penlreleng€laraan pemerintahan desa, perangkat
Desa r,vajib menyusun rencaria kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 huruf b, clalam krentuk PKT Perangkat Desa.
PKT Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun paling lambat 7 (tr-Uuh) hari keda setelah ditetapkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

" Pasai 24
Dalam hal pelaksanaan kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 huruf c, Kepala Desa i:ertanggung jawab memimpin
dan mengoordinasikan bawahannlra masing-masing dan
rternlrerilzqt-l himhincan sari-o na*r:n-ir-I. *-+,.-j-.1- 1---;

{4)

a.
tr.
c.
d.
e.

(1)

(2)

{1}

{2)

(1)



pelaksanaan tugas bar.vahan.
t2) Kepala Desa dalam metraksanakan tugasnya memperhatikanpetunjuk dan arahan yang diberikan oieh camat untuk

kelancaran penyerenggaraan pemeri'tahan desa, pembangunan
desa, pemtlinaan kemasyarakatan desa dan iembe"dial,aa,mas3,'arakat desa sesuai dengan peraturarr per,_lnrl*rrg_
undaregan.

Pasal 25
{1} Dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana d,irnaksud d,alamPasal 2a huruf d. perangkat Desa rvajib melaksanarcan

administrasi kerja, daian: i:entuk administrasi clesa sesuaiperaturan perundang-u,dangan yang mengatur tentang
administrasi desa.

i2) Kepala l)esa membagi pelaksanaan administrasi clesa
sebagaimana dimaksud pada a-1-at (1] kepada perangkat Desa
sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat Desa.

{3} sekretaris Desa mengoordinasikan p1}ak**rl*"r, administrasi
ciesa oleh Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {2}agar berjalan dengan tertib.

Pasal 25
{1} Dalam menjalankan tugasn},'a, perangkat Desa menyusun dar:

menggunakan naskah dinas sesuai peraturan perundang-
undangan )iang meogatur tentang naskah dinas perneriatah
Desa,

t21 Perangkat Desa berkeinajihran menvirnpan, memelihara dan
men.gamankan naskah dinas sebagaimana dimaksud, pada a_l.at
t,l
\ -./'

Pasal 27
(1) Dalam rangka meu.ujudkan asas keterLrukaan dan asas

akuniatrilitas daiarn penl.elenggaraan pernerintahan Desa,
Perangkat Desa wajib filen,y,usun pelaporan kerja sebagaimana
dimaksud calam Pasal 20 huruf e, dalam Lrentuk Lpr pJrangkat
Desa.

{2} LPT Perangkat Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (11
disusun dan elisampaikan secara berkala kepada Kepail Desa
meialui Sekretaris Desa.

Pasal 28
t1) Dalam rangka rnera..ujudkan asas keterbukaan dan asa.s

akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa,
Kepala Desa rvajib menyusun Laporan kinerja dalam bentuk LK
Kepala Desa.

t2) LI( Kepala Desa sebagai.mana dimaksud pada ayat {1)disampaikan kepada BpD secara ber-kala dalam 
"o*rgL"

melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.
i3i ilalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan LK Kepala Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2\, BpD dapat meminta
kepada Kepala Desa untuk mengirimkan LK Kepala Desa.

Pasal 29
LPT Perangkat Desa dan LK Kepala Desa sebagairnana
dirnaksud dalam Pasal Z7dan pasar 2g digunakan untuk :

a' Bahan penyusunan Laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan
Penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Inforrnasi



i1j

{2}

- Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
b" Rahan. pen_vusunan pKT perangkat Desa tahun

oerrKutnya;

! Bahan penyusunan perencanaan d,esa; dan/atar_rd. Bahan pertimbangan pemberia' p*rrgfrrrg"r.r, dan sanksikepada desa dan/atau penghargar,, O*r, sanksi kepacla
Kepala Desa dan peraagkat Desa.

pEMBTNAA. Bt* X"*ca*ASAN
pasal 3OBupati dan camat rvajib merakukan perntrinaan danpengawasan teriraclap pemerintahan Desa dalam melaksanakantugas dan fungsinya sesuai d,engan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Pembinaan oleh Bupati sebagairnana dimaksud pada qr.at {i},meliputi :

a." Memberikan perloman
Pemerintah Desa;

Fenrvgsrrr*r, organisasi

b. Mernberikan pedoman teknis pKT perangkat Desa, Lpr
Perangkat Desa, LK Kepala Desa;

{3}

c. Melaksanakan pemLrinaan teknis
kex.enangan desa -yang menjadi tugas dan
Desa dan Ferangkat Desa; clan

d. Melakukan evaluasi organisasi pemerintah
Pembinaan oleh Bupati sel:agarmana dimaksud
huruf a, huruf 1:, dan huruf ddilaksanakan olehDesa Kabupaten sesuai dengan peraturan
undangan.
Pembinaan r:leh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf c dilaksanakan oreh perangkat Daerah teknis yang
bidang tr-rgasn-rra berkaitan dengan biclang ker.venangan desa.
Pengau'asan oleh Bupati sebagaimana dlmaksud pi"o. ayat {1)dilakukan oleh perangkat Daerah yang rnelaksanakan trrrgui
pengau,,asan.
Pembinaan oleh camat sebagaimana dimaksud pacla ayat {1},meliputi :

Fasilitasi penyusunan peraturarr Desa t.entang susunal
Organisasi Pemerintah Desa;
lrasilitasi Kepala Desa dalam pengangkatanperangkat
Desa pada jabatan setelah terbentuknva susunan
organisasi Pemerintah Desa;

c" Fasilitasi penetapan hari kerja pemerintah t)esa;d. Fasilitasi petaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat
Desaberupa_ peningkatan sumber daya r"aanusia Kef,aia
Desa dan perangkat Desa serta pendampingan teinis
pelaksanaan tugas Kepara Desa dan perangicatl:esa; dane. Fasilitasi pelaksanaan tata kerja pemerintah Desa agar
berjalan dengan tertib.

BPD melakukan pengawasan Kinerja pemerintah Desa dalammelaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-un dangan.
Masyarakat berperan serta dalam menga\{rasi pemerintah Desa
sebagai kontrol sosial dimasyarakat.

pelaksanaan
fungsi Kepala

Desa.
pada ayat {2)
Tim Pembina

perundang-

t4)

{s}

{6)

a.

b.

t7)

BAB VI
KETENTUAN FERALIHAN

Pasai 3 I

{8}



{1} Pengangkatan jabatan untuk pertama kaii setelah ditetapkan
Peraturan Desa teniang susunan Grganisasi pernerintah Desa
berdasarkan Peraturan Bupati ini, dilakukan oleh Kepala Desa
dengan cara pengangkatan kembali perangkat Desa ),ang telah
ada.
Pengangkatan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud
pada a3,'at {1i dilaksanakan dengan ketentuan :

a. sekretaris Desa ditempatkan sebagai Sekretaris Desa.
b. Kepala Dusun dapat diangkat kembali sebagai Kepala

Dusun.
c. Kepala seksi Pemerintahan dapat diangkat sebagai

Kepala Seksi Pemerintahan;
d" Kepala seksi ekonomi Pembangunan dapat diangkat

kembali sebagi kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat;
e. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakvat dapat diangkat

kembali sei:agai Kasi Pelavanan
i" Kepala urusan unlum dapat diangkat sebagai Kepala

Urusan Umum dan Tata Usaha;
g. Kepala urusan Keuangan dapat diangkat kembari sebagai

Kaur Keuangan
h" Staf Desa dapat. diangkat sebagai Kepala urusan

Perencanaan;
i. Dalam ha1 seluruir jabatan hasil pengangkatan kembali

telah terisi dan masih terCapat perangkat Desa yang
belum mendapatkan jabatan, Kepala Desa mengangkat
-yang bersangkutan sebagai pelaksana Urusan atau
Feiaksana seksi clan ketika pelaksana itu kosong,maka
tidak dilakukan pengisian kembali.

selain pengangkatan kembaii sebagainlana dimaksud pada ayat
{2}, Kepala Desa juga dapat melakukan rotasi jabatan untuk
kebutuhan organisasi
Kepaia Desa dalam melaksan akan pengangkatan kembatri
sebagaimana climaksud pada ayat (z| meiakukan konsultasi
kepada Camat.
Dalam hal Perangkat Desa yang telah ada sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya cian berum
diberhentikan, Kepala Desa dilarang melakukan perigangkatan
kembali Perangkat Desa tersetrut.
Kepala Desa qrsjib memberhentikan perangkat Desa _vang
berakhir masa tugas sebagaimana Cimaksud pada ai,at {4}"

Pasal 32
Hasil pengangkatan kembali Ferangkat Desa sebagain:ana
dimaksud dalam Pasal 3i ayat (z) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa dengan format seLragaimana tercantum
dalam Lampiran ili Peraturan Desa ini.
Perangkat Desa hasil pengangkatan kembari jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] sebelum rnemangku
jabatann-v-a dilantik dengan mengucapkan sumpahljanji yang
dipandu oleh Kepala Desa, yang dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat t7t
melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa tugas
sesuai peratupan dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal seteiah pengangkatan kembali dan perantikan
sebagaimana dimaksud pada ayat tz) terdapat jabatan
Pe::angk*t Desa _...ang lo:n'ong akibat berhenti atau
riiherhentikan. Ke*atra De*: melakr:k=n Rl*:ts'atrgL;ir*n

{21

i3)

{4}

{1}

l'tl

ts)

{6)

(3)

{4}



Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, kecuali untuk jabatan pelaksana urusan atau
Pelaksana Seksi.

{1}

i2)

Pasal 33
Pemerintah Desa menetapkan peraturan Desa t.entang susunan
organisasi Pemerintah Desa sebagaimana ciimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) paling iambat 6 { enam } bulan sejak peraturan
Bupati diundangkan.
Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak peraturan Desa tentang
susunan organisasi Pemerintah Desa diundangkan"
Pernerintah Desa melakukan pengangkatan kemi:ali jatra.tan
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 avar
{2}.

Pasal 34
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang rnengetairuinya, memerintahkan
pengunclangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Berita Desa l{ertavasa Kecamatan sindangagung
Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kertayasa

DiunCangkan di Kertayasa
Fada tanggal 6 Januari 2O2A

SEKRET AYASA

"h.
BERITA DESA DESA KERTAYASA TAHUN 2O2O NOMOR OO2
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LAMPIRAN IIi PSRATURAN DESA KERTAYASA
NCMOR :

TANGCAL :

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

A. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN KEMBALT
*AI.AM JABATAN PERANGKAT DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PERANGIGT DESA

KEPALA DESA

Menimbang : bahrva dalarn rangka penyusunan organisasi Pemerintah
Desa, telah diundangkar: Peraturan Desa Nomor ".. Tahun
" ".. tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa . ..
bahrt a sebagai tindak lanjut Peraturan Desa tentang
Susunan Organisasi Pernerintah Desa sebagaimana
dirnaksud pada huruf a, dilaksanakan pengangkatan
}<enebali Perangkat. Desa yang telah ada dan masih
mempunyai masa tugas ke dalam jabatan baru.
bahq.a berdasarkan pertimbangan sebagaimana ciimaksud
pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan
ketentuan ... Peraturan Bupati Kuningan Nomor ... Tahun

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa, perlu rnenetapkan Keputusan Kepala
Desa tentang Pengangkatan Kemhrali Dalarn Jabatan
Perangkat Desa.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AL4 tentang Desa;
Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2Ol4 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 20i5;
Peraturan Ment.eri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O15
tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah
Desa;

lvlengingat :

4" Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 01 Tahun
2016 tentang Desa;

5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor ... Tahi"ln ... tentang
Susunan Organisasi dan Tata Ke{a Pemerintah Desa.

b.

1.
2.

-J"



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETiGA

KEEMPAT

SALINAN Keputusan Kepala Desa
Yth. 1. Camat....

2. Ketua BPD

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DESA
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM

TENTANG
JABATAN PERANGKAT

DES,{.
Mengangkat Perangkat Desa -!'ang namanJ.a tercanturn dalam
kolom 2 dari jabatan setragaimana tersetrut dalam kolom 3, ke
daiam jatratan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 daftar
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala
Desa ini.
Perangkat Desa sehagaimana dirraksud pada Diktr-rm Kesatu
melaksanakan tugas sarnpai dengan usia telah genap 60
(enam puluh) tahun, sepanjang menrenuhi pers_varatan.
Perangkat Desa sebagaimana dimaksi-rd dalam Diktum Kesatu
Keputusan Kepala Desa ini diberikan hak penghasilan tetap,
tunjangan dan penerimaan lain ]-ang sah sesuai dengan
peraturan perundang- undangan 

"

Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .......
pada tanggal
KEPALA DESA

Cap dan tanda tangan

{nama terangi

ini disampaikan keparla :



I-41\,IPIRAN
NOMOR
TANGGAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA

TENTANG : PENGANGKATAN KEMBALI PERANGKAT DESA ..... KECAMATAN

DAFTAR PENGANGKATAN KEMBALI PERANGKAT DESA".,".
KECAMA?AN

KEPALA DESA

Cap dan tanda tangan

(nama terang)

liio NAMA DAN TANGGAL LAHIR JABATAN LAMA -JABA'|AN I]ARU KETtrRANGAN
1 ,2

J 4 5
1. {r:ama iengkap}

{tempat / tanggal tahir} ij;;;; ;.-ii.i
SOTK barul) {nama lengkap)

{tempatltanggal lahir} fiabatan sesuai
SOTK balu)

3. (nama lengkapi
{ternpatltanggal lahir} ljabat-an tramai ijairatar: sesriai

SOTK barui
4. dst.

i];;;i;;; i;;i

u;;;; i*;;i



B. FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN
KEMBALI DALAM JABATAN PERANGKAT I}ESA

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR

PENGANGKATAN
TENTANG

KEMBALI DALAM JABATAN PERANCKAT DESA
KEPALA DESA ".......,..,

Menimbang
&4engingat

Menetapkan

KESATU

I{EDUA

KETIGA

KEEMPAT

dst.
dst.

MEI\,IUTUSKAN:
KEPUTUSAN KEPALA DESA
PENGANGKATAN KtrMBALI DALAM JABATAN
DESA.
Mengangkat . ternpat/tanggal lahir jabatan semula
menjadi.
Perangkat Desa seliagaimana climaksud pada Diktum Kesatr_l
melaksanakan tugas sarnpai dengan usia telah genap G0
{enam puluhj tahun sepanjang memenuhi persyaratan.
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
Keputusan Kepala rlesa ini ciii:erikan hak penghasilan tetap,
tunjangan dan penerimaan train yang sah sesuai dengan
peraturan perundang- undangan.
Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Kepala Desa ini dibrerikan kepada Perangkat Desa _yangbersangkutan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA
{a+ ,JI L(l .

(nama terang)
PETIKAN sesuai dengan aslinya
an. KEPALA DESA
SEKRETARIS DESA
Cap dan tanda tangan
{narna terangi
Kepada : Sdr.

di
inama perangkat desa)

TENTANG
PERANCKAT

ARIEF AMAR IN,S.Sos.I



BERITA ACARA
Nomor : 002 I Kp I pEM-BpD I I t ZAZO

PERSETUJUAN BERSAMA
KEPALA DESA KERTAYASA

dan
B,ADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTAYASA

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pada hari ini Senin tanggal Enam
bertanda tangan dibawah ini :

I ARIEF AMARUDIN

bulan Januari tahun Dua Ribu Dua puluh, kami yang

: KEPALA DESA KERTAYASA dalaTn ha| ini
bertindak untuk dan atas nama pemerintah

Desa Kertayasa
yang selanjutnya disebut PTHAK PERTAMA

: KETUA BPD DESA KERTAYASA
Bertindak untuk dan atas nama Badan
Permusyawaratan Desa Kertayasa
yang selanjutnya drsebuf PIHAK KEDUA

II NANAN ADNAN

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ielah membahas dan menyetujui Rancangan
Peraturan Desa Kertayasa Nomor- .2 Tahun 202A Tentang Susunan Crganisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Desa yang telah dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten
Kuningan.

2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Kuningan melalui Camat
Sindangagung untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya A ltlga) hari kerja
setelah ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian tserita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat
dipergunakan sebagaimana rnestinya.

KERTAYASA DE
Pil-

PALAKE



Rapat
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Tanggal
Acara Sidang

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA

Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa
Kertayasa
Sindangagung
Kuningan
6 Januari 20ZA
Pengesahan Perdes susunan organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa

Kertayasa, 6 Januari 20ZA

No Nama Jabatan Tanda Tangan

4
I ARIEF AMARUD|N, S. Sos. I Kepala Desa 1

iil^;
lf

2t

vy2 ADENG SUCIPTO Sekertaris Desa

J DIDIN ROHIDIN Kasi
Pemerintahan u4,- 4

-fu4 SUNARYA Kasi Ekbang

5 OPA SAPARUDIMAN Kasi Kesra 5 4if//<r
b ARIWARYONO Kaur Keuangart'

7 SITI ROHANAH Kaur Umum I/Ws ANDI SUHANDI, S,Pd $taf Kaur
Keuangan

o
lYll TtHUUIN

Kadus Manis

10
MUDJAHID MZ

Kadua Pahins

11

TATANG RUSTAMAN
Kadus Kliwon

11#

ARIEF AMARUDlN.S.Sos.l

-)

'/& 10.----'-,
(,/

\



Rapat
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Tanggal
Acara Sidang

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa
Kertayasa
Sindangagung
Kuningan
6 Januari202*
Pengesahan Perdes Susunan
Pemerintah Desa

Organisasi dan Tata Kerja

BADAN
Januari 2OZA

DESA KERTAYASA

No Nama Jabatan Tanda Tangan
, I

1 NANAN ADNAN KETUA ,&
0

2 NANA MADHUSNA WAKIL KETUA

HADIYANTO, S.Pd.I SEKERTARIS 3\

{ fiq.4 ANAH ANGGOTA
tr
J ASEP AMALUDIN, S.Pd ANGGOTA

fiMrb RIANTO ANGGOTA

7 AHMAD ARIFIN ANGGOTA 7 r\1

) hd

U

)



BADAIII PERMUSYAIIIARATAI{ DESA
DESA I(ERTAYASA

KEC.SUTDA$GAGUIIG I{AB. KUNII{GAIY
Jaian Raya Desa Kertayasa - sindangagung Kuningan 4ssr3

KEPUTUSAI{ BAI}AIiT PERMUSYA TARATAIY DESA(BPD}
DESA KERTAYASA KECAII{ATAI{ SII{DANGAGUIYG

I{ABUPATEI$ KUITI I{ GA$

IYoMoR : oo2 I KP-BPD I \ I ?,s?,o

TEI{TA1VG

PERS TUJUAITI TERHAI}AP RAI{CAITGAII FERATIIRATT DESA
TEI[qf*$G SUSUIIAI{ ORGAITISASI DAI{ TATA KER.IA PTMERIT{TAII DESA

DEIIGAIY RAHMAT TUHAI{ YAI{G MAHA ESA
BADAII PERM{ISYA TARATAN DESA

Menimbang bahr,va berdasarkan Feraturan Bupati Nomor 84 Tahun
2479 tentang Susunan Organisai dan Tata Kerja
Pemerintah Desa, maka perlu mengatur Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan
Peraturan Desa;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingki-ingan Provinsi Djanr.a Barat, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Unrlang Nornor 4 Tahun 1968;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diuLrah
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015;
Peraturan Femerintala Nomor 43 Tahun zAH tentalg
Peraturan Pelaksanaan Undang-Und,ang Nomor 6 Tahun
2074 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2A14
tentang Pemilihan Kepala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kern'enangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 203.6
tentang Laporan Kepaia Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyau.aratan Desa;

Mengingat : 1.

2.
a
J.

4.

.J,

6.

,7
t.

8.

9.

10.

11.



12.

13,

14.

15.

16.

Peratr-rran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015
tentang Peranglet Desa, sel:agaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupa.ten l{uningan Nomor 5 Tahun
20t7;
Peraturan Daerah Kabupa.ten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015
tentang Pemiiihan Ketrxla Desa, setragaimana telah diuhrah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nornor 4
Tahun 2A17;

Peraturan Bupati lfuningan Nomor 49 Tahun 2A16 tentang
Kedridukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan
Umian Tugas serta'lata Keda Dinas Pemberdayaan Maq,6utr",
dan Desa hiaLrupaten Kuningan;

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018
tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kuningan.
Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN

Men;retujui Rancangan Peraturan Desa Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
menjadi Peraturan lJesa

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggai diundangkan
Keputusan ini rrulai berlaku pada tanggai unclangkan.

Agar setiap orang mengetahuin3ra, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini, dengan
penempatannya dalam Lembaran Desa Kertayasa
Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.

Disahkan di : DESA KERTAYASA
Pada tanggal : 3 Januari 2020

RADAN WARATAN DESA

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KETUA
I


